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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2020/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tanggal lahir 30-12-1989, Nik 5202047012890010 agama Islam,

pendidikan  Sarjana  Angkatan  Madya  Keb.,  pekerjaan

xxxxxxx Kesehatan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx,

xxxx  xxxx,  Kecamatan  Pujut,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxx,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tanggal  lahir  07-10-1987,  agama  Islam,  pendidikan  Sarjana

Madya Keperawatan, pekerjaan xxxxxx, semula bertempat

tinggal  di  Dusun  Taman  Bumi  Gora,  Desa  Kawo,

Kecamatan Pujut, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx

xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxx  xx  xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor  815/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  sah  menikah  yang

dilaksanakan pada tanggal 18 April  2010 di xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 256/26/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx

xxxxx tanggal 29 April 2010 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul)  di rumah

Tergugat,  di  Dusun  Taman  Bumi  Gora,  xxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  ,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 7  tahun, kemudian pada

tahun 2017  Penggugat  pergi  ke  Taiwan dan bulan Januari  tahun 2019

Penggugat  pulang  dari  Taiwan  dan  hidup  bersama  dengan  Tergugat  di

rumah orang  tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 2 minggu,   pada bulan Februari

2019 Tergugat pergi ke Jakarta,  Penggugat pulang ke rumah orang tua,

pada Juni 2019 Tergugat pulang lagi dari Jakarta dan kumpul lagi selama 3

hari, dan pada bulan Juni 2019  Tergugat berangkat lagi ke Jakarta sampai

sekarang dan Penggugat pulang ke rumah orang tua; 

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang  keturunan bernama; xxxxxxxxxxxxx, laki, umur 8 tahun dalam

asuhan Penggugat ;

4. Bahwa  sejak  awal   pernikahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi

Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa sejak   bulan  Juni    2019  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;

b. Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  lahir  bathin

kepada  Penggugat  dan  anaknya  sejak  bulan  Juni   2019  sampai

sekarang ;

c. Bahwa  Tergugat  sering  minum-minuman  beralkohol  dengan

teman-temannya hingga larut malam;

d. Bahwa Tergugat sering berutang dengan jumlah yang besar akibat

suka berjudi ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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e. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan sholat dan puasanya ;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019  yang berakibat pada terjadinya pisah

rumah  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  selama  Pisah  rumah

tersebut antara Penggugat dan Tergugat  tidak pernah  memberi  nafkah

lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya ;

6. Bahwa atas keadaan tersebut,  Penggugat  sangat  menderita  lahir  dan

bathin  dan  tidak  sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari

Tergugat ;

Bahwa  atas  dasar  alasan-alasan  tersebut  diatas,  Penggugat

mohon  agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Praya  Cq.Majelis  Hakim   yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat  (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Penggugat  NIK:

5202047012890010 tanggal  03 Juli  2012,  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/26/IV/2010 yang dikeluarkan

oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx tanggal 29 April 2010. Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama M. Faozan (Tergugat), nomor:

20/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo, Kecamatan Pujut

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal  11 Juni 2020. Bukti  surat  tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  xxxxxxxxxxxxx,  umur  30 tahun,  agama Islam,  pendidikan  D3,

pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di  rumah Tergugat

dan sudah dikaruniai 1 orang anak  laki-laki yang saat ini di asuh oleh

Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak tenteram dan terus

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat pergi ke Jawa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar; 

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal  tidak  pernah  ada  yang  berupaya  untuk  rukun  dan  kumpul

kembali; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tahu  selama berpisah  Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat; 

-  Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,  xxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengadang, xxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di  rumah Tergugat

dan sudah dikaruniai 1 orang anak  laki-laki yang saat ini di asuh oleh

Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak tenteram dan terus

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  sepengetahuan

Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar; 

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal  tidak  pernah  ada  yang  berupaya  untuk  rukun  dan  kumpul

kembali; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tahu  selama berpisah  Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat; 

-  Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  maka perkara ini

termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang,  bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat,

ternyata  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum Pengadilan  Agama

Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  perkara  ini  termasuk  kewenangan

Pengadilan Agama Praya.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat  agar  kembali  hidup  rukun  dan  damai  dalam  membina  rumah

tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  dimana  setiap  perkara

sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  diwajibkan  terlebih

dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini

Tergugat  yang  telah  dipanggil  untuk  datang  menghadap  persidangan,  tidak

pernah hadir,  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah karena sejak   bulan  Juni    2019 Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan anaknya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan
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nafkah lahir  bathin  kepada Penggugat  dan anaknya sejak bulan Juni   2019

sampai sekarang, Tergugat sering minum-minuman beralkohol dengan teman-

temannya hingga larut malam, Tergugat sering berutang dengan jumlah yang

besar  akibat  suka  berjudi,  Tergugat  kurang  memperhatikan  sholat  dan

puasanya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019  yang berakibat pada terjadinya pisah

rumah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga selama Pisah rumah tersebut

antara Penggugat  dan Tergugat   tidak pernah  memberi  nafkah lahir  bathin

kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa

Kartu Tanda Penduduk  atas nama Penggugat, majelis hakim menilai bahwa

alat bukti  tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu,

dan  bermeterai  cukup  yang  menerangkan  bahwa  benar  Penggugat  berada

dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

menikah dengan  Tergugat pada tanggal  18 April  2010,  relevan dengan dalil

yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat,  maka bukti  P sebagai  akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal  18 April  2010,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa bukti  P.3  yang  diajukan  oleh  Penggugat  berupa
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Surat  Keterangan Tidak Berada di  Tempat yang menerangkan bahwa benar

Tergugat yang namanya disebutkan dalam surat tersebut saat ini tidak berada

di  Desa  dan  tidak  diketahui  alamatnya  secara  pasti,  Majelis  Hakim menilai

bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  bukti  sehingga  dapat  dipertimbangkan

bahwa benar Penggugat pada saat sekarang ini telah tidak diketahui tempat

tinggalnya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar  keterangan 2 (dua)

orang  saksi  Penggugat  yang  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  171  Rbg  jo.

Pasal  175 Rbg jo.  Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat

sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi; 

Menimbang,  bahwa  apa  yang  diterangkan  oleh  saksi-saksi  tersebut

patut  diterima  kebenarannya  karena  saksi-saksi  adalah  orang  yang  dekat

setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai

keterangan saksi  tersebut  berdasarkan pengetahuan,  pendengaran dan atau

penglihatan  sendiri,  dan  relevan  dengan  pokok  perkara  serta  saling

bersesuaian  sebagaimana  maksud  pasal  309  Rbg,  oleh  karenanya  telah

memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang,  bahwa selain  itu  Majelis  menilai  keterangan  para  saksi

tersebut  telah  menerangkan  suatu  akibat  hukum  (Rechts  Gevolg)  sesuai

dengan yurisprudensi  putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   299K/AG/2003

tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai

bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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 Bahwa t Penggugat;

 Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  dinasehati  dan

didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  menurut

ketentuan  hukum  Islam  oleh  karenanya,  Pengadilan  Agama  dalam  hal  ini

berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

berlangsung  lama  sehingga  menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  pisah

tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam

hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

telah retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah dinasehati

dan  didamaikan  oleh  keluarga  akan  tetapi  tidak  berhasil,  yang  mana  hal

tersebut  menunjukkan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

saling mencintai  lagi  sehingga akan sulit  untuk disatukan dalam satu ikatan

perkawinan,  oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang

terbaik,  karena  mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  justru

mendatangkan  mudharat  yang  lebih  besar  dari  pada  mashlahatnya,  hal  ini

sejalan  dengan  pendapat  pakar  hukum  Islam  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  putusan  ini,  sebagaimana

tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta

kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

خطيرا           النزاع هذا اسباب يكن ومهما متغاضبين بين اجتماع في ولخير

فها   اوتا كان

الزوجين           ين هذ بين الزوجية العلقة تنتهي ان الخير من فان

Artinya :“Dan xxxxx xxx manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua  manusia  yang  saling  benci  membenci,  terlepas  dari  masalah

apakah  sebab-sebab  terjadinya  pertengkaran  ini  besar  atau  kecil,
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namun  kebaikan  hanya  dapat  diharapkan  dengan  mengakhiri

kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

جلب     على مقدم رأالمفاسد د

المصالح

Artinya  :“Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil

maslahat”.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian

suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholidzo) dengan tujuan untuk membentuk

keluarga yang  bahagia  secara  kekal  dan  sebisa  mungkin  hanya  dipisahkan

dengan  kematian,  oleh  karena  itu  Islam  menetapkan  bahwa  perceraian  itu

adalah suatu kebolehan yang tercela; 

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan

diatas  tidak  selalu  dapat  terwujud menjadi  kenyataan dalam kehidupan dan

suami  isteri  itu  senantiasa  dapat  menjaga  batasan-batasan  hukum  Allah

dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ; 

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan

kewajiban  tersebut  tidak  dapat  dijaga  lagi  oleh  suami  isteri,  maka  disitulah

perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  tersebut  di  atas,  maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang

perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan

atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  dan  Penggugat  tetap

teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat,  sedangkan Tergugat sudah

tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat  sudah  tidak  bisa  dirukunkan  kembali  dan  jika  dipaksakan  untuk

diteruskan, akan  membawa mafsadat  lebih besar daripada maslahatnya, oleh

karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

halaman  248  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

berbunyi :

مما             اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضى لدى دعواها ثبت اذا

   ليطاق

طلقة            طلقها بينهما الصلح عن القاضى وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه

بائنة

Artinya :  “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau  karena  pengakuan  suami,  sedangkan  hubungan  suami  istri

tidak  dapat  lagi  diteruskan  karena  perbuatan  suami  yang

menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   pertimbangan  -  pertimbangan

tersebut,  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39

ayat (2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (b) dan  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf  (b)  dan  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  a  quo  telah  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir  di persidangan

tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah  memanggilnya  secara

resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek,  sesuai Pasal

149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang

terdapat  dalam Kitab Al-Anwar Juz II  halaman 55 yang diambil  alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

بينة       عليه كانت جائزان الغائب على القضاء

Artinya  :  “Apabila  ia  enggan,  bersembunyi  atau  ghoib,  maka  perkara  itu

diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-

undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan  Agama,  segala  biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 435.000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah ). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Praya pada hari  Rabu tanggal  27  Oktober 2021 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  20 Rabi’ul  Awwal 1443 Hijriah oleh  Nismatin Niamah, S.H.I.

sebagai Ketua Majelis,  Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,M.H. dan Solatiah, S.H.I.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.

SOLATIAH. S.H.I.

NISMATIN NIAMAH,S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. SYIHABUDDIN RAHMANY, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp 15.000,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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